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Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kekayaan alam yang
melimpah dan menjadi penopang utama kegiatan ekonomi nasional. Namun,
pemanfaatan sumber daya ini kerap tidak disertai dengan pengelolaan yang bijak,
sehingga memicu kerusakan lingkungan. Salah satu contoh nyata adalah aktivitas
industri genteng di Desa Sumberejo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek,
yang meskipun berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat, namun
berdampak pada kerusakan lingkungan akibat eksploitasi tanah secara berlebihan.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan terhadap kelestarian lingkungan hidup dan
mendorong perlunya peran aktif pemerintah daerah dalam mengatasi dampak
negatif tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji upaya pemerintah daerah
dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat industri genteng, ditinjau dari
perspektif hukum positif dan figih siyasah, dengan harapan dapat memberikan
solusi yang seimbang antara pembangunan industri dan pelestarian lingkungan.

Fokus dalam penelitian ini ; 1)Bagaimana Implementasi Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Trenggalek, 2)Bagaimana Tentang
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Pada Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan, 3)Pengelolaan dan Perlindungan Dalam Perspektif Figih Syiasah.

Metode yang digunakan adalah penelitian empiris kualitatif dengan jenis
penelitian lapangan (field reaserch). Data primer dikumpulkan dari informan
dengan menggunakan teknik observasi, wawancara secara langsung dan
dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dari buku, jurnal dan
sumber lain yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung
dengan judul dan pokok pembahasan kajian penelitian ini, sehingga memiliki
relevansi dengan permasalahan yang dikaji

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan
upaya melalui sosialisasi, regulasi turunan, dan pengawasan lingkungan, namun
implementasinya belum berjalan optimal. Masih banyak pelaku industri rakyat
seperti industri genteng dan batu bata yang belum mengelola limbah secara sesuai,
sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Keterbatasan sarana, sumber
daya manusia, dan anggaran pengawasan turut menjadi kendala. Secara normatif,
perda ini sudah memuat prinsip perlindungan lingkungan yang lengkap, tetapi
belum ditunjang oleh perencanaan teknis yang terukur dan pelibatan stakeholder
secara maksimal. Dalam perspektif figih siyasah, perda ini belum mencerminkan
prinsip-prinsip syariah seperti al-dharar yuzal, maslahah mursalah, dan tawazun.
Pemerintah belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai hamil al-maslahah,
karena kebijakan lingkungan lebih berorientasi pada aspek ekonomi daripada
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kelestarian lingkungan. Selain itu, peran tokoh agama dan lembaga keagamaan
dalam membangun kesadaran lingkungan berbasis nilai-nilai Islam masih belum
diberdayakan secara optimal
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ABSTRACT
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As a developing country, Indonesia possesses abundant natural resources,
which serve as a major pillar of national economic activity. However, the
utilization of these resources is often not accompanied by wise management,
leading to environmental damage. One concrete example is the roof tile industry
in Sumberejo Village, Durenan District, Trenggalek Regency. Although it
contributes to the local economy, it has resulted in environmental damage due to
overexploitation of the land. This situation has sparked debate about
environmental sustainability and prompted the need for an active role for local
governments in addressing these negative impacts. This research was conducted
to examine local government efforts to prevent environmental damage caused by
the roof tile industry, from the perspective of positive law and figh siyasah, with
the hope of providing a balanced solution between industrial development and
environmental preservation.

The focus of this research is: 1) How is Environmental Protection and
Management Implemented in Trenggalek Regency? 2) What is the Impact of
Regional Regulation Number 8 of 2021 on Environmental Protection and
Management? 3) Management and Protection from a Shia Figh Perspective. The
method used is qualitative empirical research with field research. Primary data
was collected from informants using observation techniques, direct interviews,
and documentation. Secondary data was obtained from books, journals, and other
sources related, either directly or indirectly, to the title and topic of this research
study, thus having relevance to the problem being studied.

The research results show that the local government has made efforts
through outreach, derivative regulations, and environmental monitoring, but
implementation has not been optimal. Many small-scale industries, such as roof
tile and brick industries, still do not manage waste properly, resulting in
environmental pollution. Limited facilities, human resources, and budget for
supervision also contribute to obstacles. Normatively, this regional regulation
contains comprehensive environmental protection principles, but it is not
supported by measurable technical planning and maximum stakeholder
involvement. From a figh siyasah perspective, this regulation does not reflect
sharia principles such as al-dharar yuzal, maslahah mursalah, and tawazun. The
government has not fully fulfilled its role as hamil al-maslahah, because
environmental policies are more oriented towards economic aspects than
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environmental sustainability. Furthermore, the role of religious leaders and
religious institutions in building environmental awareness based on Islamic values
has not been optimally empowered.
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